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Abstract

General Background Media technology expansion has broadened opportunities for public discourse,
frequently creating legal tension between constitutional rights and statutory restrictions regarding
hate speech. Specific Background The Musuh Masyarakat audio broadcast titled "Indonesian
Culture and Traditions Do Not Need to Be Preserved" sparked public controversy by employing irony
and sarcasm to question state-enforced tradition preservation. Knowledge Gap Existing legal
scholarship predominantly focuses on conventional social networks, leaving a scarcity of normative
evaluations thattest audio-on-demand comedyagainst updated nationallegislative frameworks. Aims
This normative juridical study examines whether the controversial broadcast qualifies as lawful
opinion or criminal hate speech under Indonesian positive law. Results Evaluating the transcript
through Jiirgen Habermas's deliberative democracy theory and statutory parameters reveals that the
speakers target government socialization strategies and social phenomena rather than attacking
specific group identities. Furthermore, the cumulative material elements of Article 28 paragraph (2)
of Law Number 1 of 2024 and Article 243 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 are not fulfilled
because the broadcast lacks intent to incite hostility, discrimination, or violence based on ethnicity,
religion, race, or intergroup relations. Novelty This research establishes a structured five-variable
normative matrix combining constitutional guarantees, electronic information regulations, criminal
statutes, and communicative action theory to evaluate audio comedy. Implications The findings
provide essential legal parameters for law enforcement and content creators to distinguish between
legitimate public policy evaluation and unlawful hostility within democratic discourse.

Highlights:

+ Audio broadcasts evaluating government socialization policies and tradition preservation
represent valid democratic discourse.

+ Cumulative material elements of hate speech under Law Number 1 of 2024 and Law Number 1
of 2023 remain unfulfilled.

+ Deliberative democracy parameters distinguish rational public policy debates from unlawful

identity-based hostility.

Keywords: Freedom Of Expression, Hate Speech, Normative Juridical, Deliberative Democracy, Audio
Broadcast
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I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kebebasan berpendapat secara digital,
salah satunya melalui media Podcast. Podcast menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, maupun
perdebatan secara lebih bebas dan beragam. Ruang digital memberikan kesempatan bagi setiap individu maupun kelompok
untuk menyampaikan pendapat baik politik, sosial atau pun budaya yang sangat bervariasi dengan cakupan pendengar yang
lebih luas[1]. Di Indonesia, ruang digital kerap menimbulkan ketegangan antara kebebasan berpendapat dan batasan hukum
yang bertujuan menjaga ketertiban serta menghormati hak pihak lain. Hal tersebut secara berulang terlihat dalam ruang
publik, khususnya ketika masyarakat menanggapi kritik sosial, persoalan budaya, maupun bentuk pendapat bernuansa satir.
Dalam konteks ini, satir dipahami sebagai ekspresi artistik yang secara luas termasuk dalam praktik internasional berfungsi
sebagai sarana menyampaikan pendapat terhadap suatu isu, sehingga penilaiannya tidak dapat dilepaskan dari konteks
yang melatarbelakanginya sebelum dinyatakan sebagai pendapat yang melanggar. Perkembangan ini selaras dengan hasil
berbagai kajian yang menegaskan bahwa kehadiran ruang digital turut memengaruhi secara signifikan dinamika
pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam kerangka hukum nasional[2]. Salah satu bentuk pendapat yang menyita
perhatian penulis adalah konten Podcast musuh masyarakat yang di bawahi oleh tretan muslim dan coki pardede dengan
pendekatan humor satir, ironi, dan sarkasme.Situasi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat memanfaatkan ruang digital
sebagai wadah menyampaian pendapat sosial yang dapat memicu reaksi positif maupun kontroversial.

Podcast telah berkembang menjadi medium yang memberikan kelebihan yang tidak ditemukan dalam media konvensional
terutama untuk generasi muda yang suka akan eksplorasi dalam berbagai hal. Formatnya yang fleksibel memungkinkan
keberagaman pembahasan isu sensitif, termasuk budaya, identitas, dan kritik kebijakan pemerintah.Menjadikan Podcast
sebagai salah satu corong alternatif penyampaian pendapat, pertanyaan, pengamatan, dan narasi yang tidak mungkin bisa
tayang di media arus utama[3]. Podcast Musuh Masyarakat episode 11 berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu
Dilestarikan” menjadi salah satu konten yang memicu diskusi luas akibat penggunaan humor sarkastik dalam berpendapat
mengenai fenomena pemaksaan pelestarian budaya. Episode tersebut mengangkat pandangan kritis terkait kebijakan
pelestarian budaya oleh pemerintah yang dinilai kurang tepat, yang membuat minimnya ketertarikan generasi muda dan
berkembangnya sikap penolakan masyarakat terhadap budaya atau tradisi tertentu, serta isu kesejahteraan para pelaku
budaya. Uraian tersebut disampaikan melalui pendapat bahwa hak untuk menyukai atau melestarikan budaya tidak dapat
dipaksakan kepada masyarakat yang tidak memiliki minat akan budaya tersebut. Konten semacam ini kemudian berpotensi
menimbulkan persoalan hukum mengenai batas perlindungan dalam konteks yuridisnya. Penelitian dalam PESHUM
menunjukkan bahwa perkembangan media digital memang membuka ruang berpendapat yang luas bagi masyarakat, tetapi
pada saat yang sama juga menghadirkan risiko kriminalisasi melalui penerapan UU ITE ketika suatu pendapat dapat
ditafsirkan melanggar, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memahami konteks konten digital sebagai bagian dari
kebebasan berpendapat[4].

Penelitian sebelumnya telah menyoroti hubungan antara kebebasan berpendapat yang diikuti dengan perkembangan media
digital yang masif dalam berbagai perspektif. Ersa Kusuma menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian
integral dari HAM baik dalam konteks konstitusi maupun praktik sosial modern, Sering kali kebebasan berpendapat hanya
diizinkan jika bersifat konstruktif, sedangkan ekspresi yang berbeda (kontroversial, kritis, atau menyatakan pendapat
unpopular) berpotensi dikeluarkan dari ruang kebebasan berpendapat karena pemilahan subjektif sosial dan publik[5].
Penelitian Vonny Kristanti Kusumo mengkaji bagaimana UU 1/2024 memberikan dampak pembatasan terhadap konten
digital di media sosial, ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bukan absolut, melainkan di batasi oleh negara[6].
Sufiana Julianja menjelaskan Regulasi seperti UU 1/2024 menjadi konteks hukum yang sangat relevan untuk melihat
bagaimana konten kontroversial seperti pada Podcast musuh masyarakat dipandang dan bisa dibatasi basis untuk
argumentasi bahwa medium baru dengan karakteristik audio on demand membutuhkan analisis yuridis, karena regulasi dan
konsekuensi hukum bisa berbeda dari media konvensional[77]. Penelitian mengenai ujaran kebencian dalam perspektif
hukum Indonesia menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu pendapat tidak dapat dilepaskan dari konteks, intensi, serta
dampak sosialnya, karena ketiga unsur tersebut menentukan apakah sebuah pendapat masih termasuk kebebasan
berpendapat atau telah melampaui batas dan masuk kategori pelanggaran hukum[8]. Penelitian terdahulu ini memberikan
gambaran bahwa terdapat celah penelitian, Perubahan besar dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dalam
perkembangan era digital membawa tantangan baru dalam pelaksanaan hukum. Tantangan tersebut terutama berkaitan
dengan upaya menyeimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dengan perlindungan hak-hak individu[9]. Keberadaan
UU 1/2023 memperluas objek, Oleh sebab itu diperlukan analisis normatif terhadap struktur isi konten audio seperti Podcast
musuh masyarakat ini.

Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas kajian hukum terhadap konten satir berbalut
humor sebagai bentuk kebebasan berpendapat akan kebijakan pelestarian budaya yang dinilai masih kurang diperhatikan,
padahal isu budaya sering memunculkan sensitivitas publik, sehingga batas yuridisnya masih belum jelas. Sebagian besar
penelitian lebih fokus pada kebebasan berpendapat di media sosial secara umum tanpa mengaitkan pada isu budaya yang
memunculkan sensitivitas identitas nasional, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada media sosial seperti Facebook,
Instagram, atau Twitter, yang memiliki karakteristik berbeda dari Podcast berbasis audio. Belum ada kajian yang menelaah
bagaimana kritik budaya yang disampaikan melalui Podcast satire dapat diposisikan secara sah atau melanggar, belum ada
studi yang secara eksplisit membandingkan konten satir dengan ketentuan hukum dalam UUD 1945, UU 1/2024 dan UU
1/2023. Juga belum ditemukan pula penelitian yang menilai apakah konten satir dalam Podcast dapat digolongkan sebagai
konten yang melanggar atau tetap dianggap sebagai pendapat sah. Kesenjangan ini mengakibatkan kurangnya pedoman
bagi kreator konten dalam memahami batas legal konten digital. Hal ini juga berdampak pada ketidakjelasan interpretasi
hukum di masyarakat, maka dibutuhkan kajian yang secara spesifik meneliti konten satir berbasis kebebasan berpendapat
akan pelestarian budaya dalam media Podcast dari perspektif hukum positif Indonesia.
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Kajian mengenai penerapan UU 1/2024 dalam kasus Greenpeace Indonesia memperlihatkan bahwa aturan tersebut dapat
berdampak pada kebebasan menyampaikan pendapat di ruang digital, baik bagi individu maupun organisasi yang aktif
menyuarakan isu publik. Ketika suatu unggahan dianggap sensitif, kontroversial, atau berkaitan dengan kritik sosial,
penggunaan UU 1/2024 kerap menimbulkan kekhawatiran karena dapat membatasi pendapat yang sebenarnya masih
berada dalam koridor yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih menyimpan sejumlah kelemahan,
sehingga ruang digital belum sepenuhnya aman bagi mereka yang ingin menyampaikan pandangan kritis secara
terbukal10]. Secara eksplisit, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konten bertema kontroversial bernuansa komedi satir
dalam Podcast Musuh Masyarakat yang berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” dengan
menempatkan batasan-batasan yuridis sebagai kerangka resistensi untuk menilai apakah konten tersebut merupakan bentuk
kebebasan berpendapat yang sah dan dilindungi hukum atau justru mengarah pada kategori ujaran kebencian. Untuk
mencapai tujuan tersebut, penelitian ini memilih sejumlah regulasi sebagai instrumen analisis utama, yaitu UUD 1945
sebagai landasan konstitusional hak menyatakan kebebasan berpendapat, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum terkait konten digital, serta KUHP melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur
larangan ujaran kebencian dan tindakan pidana umum yang dilakukan diruang digital yang berpotensi menimbulkan
keonaran. Keseluruhan kerangka analisis tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan
lengkap mengenai aspek legalitas, batasan, serta potensi konsekuensi hukum dari konten satir yang menjadi objek
penelitian. Lebih lanjut, analisis ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya
dalam menjaga keseimbangan antara hak penyampaian pendapat pada ruang digital dan aturan hukum yang berlaku,
sekaligus menjadi rujukan bagi kreator konten agar tetap berkreasi tanpa melampaui batas hukum yang berlaku. Dengan
demikian, penelitian ini memiliki urgensi teoretis maupun praktis yang cukup kuat.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum positif Indonesia dengan
menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sebagai dasar utama pengujian legalitas konten digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak menitikberatkan pada
data lapangan, melainkan pada pengkajian norma hukum terhadap objek penelitian berupa Podcast Musuh Masyarakat
episode 11 berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan”. Podcast tersebut diproduksi oleh Noice
sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pertama kali hadir di aplikasi Noice pada Oktober 2019 dengan host
Tretan Muslim dan Coki Pardede. Episode yang menjadi objek penelitian merupakan episode ke-11 yang ditayangkan pada 6
Januari 2020 dengan durasi sekitar 44 menit. Objek penelitian dipilih karena memuat kritik budaya dengan pendekatan
humor satir, sarkasme, dan ironi yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat di
ruang digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan pasal dalam UUD 1945, UU
1/2024 dan UU 1/2023, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang
relevan dengan kebebasan berpendapat dan legalitas konten digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research) dengan tahapan mendengarkan secara utuh konten Podcast, memahami konteks
pembicaraan, mengidentifikasi isi pernyataan para host, lalu mengidentifikasinya dengan unsur-unsur hukum dalam setiap
pasal yang relevan untuk dibenturkan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan menggunakan penafsiran gramatikal,
sistematis, dan kontekstual untuk menilai apakah konten tersebut termasuk pendapat yang dilindungi hukum atau justru
mengandung unsur pelanggaran hukum. Hasil penelitian kemudian disusun secara deskriptif kualitatif agar dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi yuridis Podcast sebagai bentuk pendapat digital dalam hukum positif
Indonesia.

II1. Hasil dan Pembahasan

1. Menentukan kebebasan berpendapat di media digital berdasarkan hukum positif
indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana setiap warga negaranya memiliki hak dalam berpartisipasi aktif dalam
mengeluarkan pendapat agar secara prosedural pemerintah menghasilkan kebijakan yang benar-benar representatif.
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memberikan posisi strategis kepada warga negara dalam menentukan kebijakan
publik. Warga negara tidak lagi dipandang sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses politik.
Partisipasi warga negara menjadi indikator utama kualitas demokrasi dalam suatu negara tidak hanya berkaitan dengan
mekanisme pemerintahan, tetapi juga dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga
negaranyal11]. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak konstitusional yang memiliki kedudukan penting dalam
sistem demokrasi Indonesia. Jaminan terhadap hak tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat

(3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk
menyampaikan pikiran, gagasan, kritik, maupun pandangannya terhadap berbagai persoalan yang berkembang di
masyarakat. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat tidak hanya berfungsi sebagai hak individual, tetapi juga
sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat
menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berdasarkan prinsip
kedaulatan rakyat. Jaminan konstitusional tersebut sekaligus menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak
yang dilindungi oleh negara dan menjadi bagian dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang dianut Indonesia[12]. Untuk
memahami lebih lanjut bagaimana konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat serta ruang lingkup
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perlindungannya, uraian mengenai norma-norma konstitusional yang menjadi dasar kebebasan berpendapat Sebagaimana

bisa dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1. Kebebasan Berpendapat Menurut Konstitusi

Pasal UUD Substansi Norma Makna Terhadap Kebebasan
1945 Berpendapat
Pasal28E ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, Negara menjamin kebebasan setiap orang
menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya untuk memiliki dan menyatakan
pandangan, pemikiran, atau keyakinannya
Pasal28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, Negara secara tegas mengakui dan
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat melindungi hak untuk menyampaikan
pendapat
Pasal 28F Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh Negara memberikan hak terhadap
informasi serta menyampaikan informasi melalui segala jenis penyampaian informasi melalui berbagai
saluran yang tersedia media termasuk digital dan
Podcast
Pasal 28J ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib Negara Menegaskan bahwa kebebasan

berpendapat bukan hak yang bersifat
mutlak

tunduk kepada pembatasanyang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan oranglain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sumber:UUD 1945

Dalam ketentuan UUD 1945 Pada Tabel 1, dapat dipahami bahwa norma kebebasan berpendapat merupakan norma
konstitusional yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki, membentuk, dan menyampaikan
pikiran, gagasan, penilaian, kritik, maupun pandangan terhadap suatu persoalan tanpa adanya tekanan atau pembatasan
yang sewenang-wenang dari negara. Norma ini lahir sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang menempatkan
partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting yang memungkinkan setiap individu menyampaikan pemikirannya
kepada pihak lain guna membangun dialog, pertukaran gagasan, serta pengembangan kehidupan demokratis dalam suatu
negara yang berdaulat.

Naskah Jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal
28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (2) menyatakan bahwa setiap
orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Ketentuan ini
mengandung makna bahwa negara memberikan pengakuan terhadap kebebasan internal setiap individu untuk membentuk
keyakinan, pandangan, penilaian, serta pemikiran secara mandiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Kebebasan
menyatakan pikiran sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merupakan fondasi utama lahirnya kebebasan berpendapat,
karena sebelum seseorang menyampaikan pendapat kepada publik, terlebih dahulu terdapat kebebasan untuk memiliki dan
membentuk pemikiran dalam dirinya. Oleh sebab itu, Pasal 28E ayat (2) dapat dipahami sebagai jaminan konstitusional
terhadap kebebasan berpikir (freedom of thought) yang menjadi prasyarat utama bagi pelaksanaan kebebasan
berpendapat dalam kehidupan demokratis. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berbeda dengan ayat (2) yang lebih menitikberatkan pada
kebebasan internal seseorang untuk memiliki pemikiran dan keyakinan, ayat (3) memberikan perlindungan terhadap
manifestasi atau perwujudan pemikiran tersebut ke ruang publik. Norma ini memberikan hak kepada setiap warga negara
untuk menyampaikan gagasan, kritik, aspirasi, maupun pandangannya kepada masyarakat atau pemerintah melalui
berbagai sarana yang tersedia[13]. Pasal 28E ayat (3) menjadi dasar konstitusional bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penyampaian pendapat secara bebas. Keberadaan ketentuan ini juga
menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menempatkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu elemen penting dalam
penyelenggaraan negara demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat. konstitusi Indonesia memberikan perlindungan
yang utuh terhadap kebebasan berpendapat, mulai dari proses pembentukan pikiran hingga penyampaian pikiran tersebut
kepada publik. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pelaksanaan kebebasan berpendapat tidak lagi terbatas pada
media konvensional seperti forum tatap muka, surat kabar, atau siaran radio, melainkan juga berlangsung melalui media
digital[14]. Dalam konteks tersebut, Pasal 28F UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting karena memberikan hak
kepada setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengolah informasi, serta menyampaikan informasi
melalui segala jenis saluran yang tersedia. Frasa “segala jenis saluran yang tersedia” menunjukkan bahwa konstitusi tidak
membatasi bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, Podcast sebagai media berbasis internet merupakan
salah satu bentuk saluran komunikasi yang memperoleh legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 28F UUD 1945.

Meskipun dijamin oleh konstitusi, kebebasan berpendapat dalam hukum positif Indonesia tidak bersifat absolut atau tanpa
batas. Secara kontekstual, dalam pemahaman mengenai hak asasi manusia tidak semua yang disebut hak asasi manusia
bersifat mutlak dan tidak terbatas,sebab terdapat hak-hak yang disebut derogable right atau hak-hak yang dapat dikurangi
atau dibatasi pemenuhannya kebebasan berpendapat adalah salah satu hak yang dapat dibatasi[15]. Dalam UUD 1945
melalui Pasal 28J ayat (2) sendiri menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam
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menjalankan haknya. penggunaan hak dan kebebasan dapat dibatasi melalui undang-undang untuk menjamin penghormatan
terhadap hak pihak lain, menjaga moralitas, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan masyarakat. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menganut konsep responsible freedom of expression atau kebebasan berpendapat
yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, seseorang bebas menyampaikan pendapat sepanjang tidak melanggar hak orang
lain maupun kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia
menentukan kebebasan berpendapat melalui norma konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat
(3), dan Pasal 28F UUD 1945 sebagai dasar jaminan hak untuk berpikir, menyatakan pendapat, serta menyampaikan
informasi melalui berbagai media termasuk Podcast. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena Pasal 28J
UUD 1945 memberikan ruang bagi pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang. Oleh sebab itu, pengaturan
mengenai batas-batas kebebasan berpendapat selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam undang-undang yang bersifat lex
specialis sesuai bidangnya. Secara teoritis, hubungan antara hukum umum dan hukum khusus diselesaikan melalui
penerapan asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu asas yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat
khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Asas ini termasuk dalam kategori asas preferensi, yakni
asas yang digunakan untuk menentukan peraturan hukum mana yang harus diprioritaskan penerapannya apabila dalam
suatu peristiwa hukum terdapat lebih dari satu ketentuan yang dapat digunakan[16]. Dalam konteks ruang digital,
pembatasan dan parameter legalitas kebebasan berpendapat di ruang digital diatur secara khusus melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai
instrumen hukum yang mengatur aktivitas komunikasi dan penyebaran informasi melalui media digital, termasuk Podcast.

Dalam perkembangan hukum siber internasional, pengaturan mengenai kejahatan di ruang digital salah satunya tercermin

dalam Budapest Convention on Cyber crime yang membedakan tindak pidana siber ke dalam dua kategori utama. Kategori
pertama adalah kejahatan yang menjadikan teknologi informasi, sistem elektronik, atau data elektronik sebagai sasaran
langsung kejahatan (cyber-dependent crimes). Kelompok ini mencakup berbagai perbuatan seperti akses ilegal terhadap
sistem elektronik, intersepsi ilegal, perusakan atau manipulasi data elektronik, gangguan terhadap sistem elektronik,
penyebaran malware, virus, spyware, trojan horse, phishing, pencurian identitas digital, serta berbagai bentuk peretasan
lainnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kategori tersebut pada dasarnya diakomodasi dalam ketentuan UU ITE,
khususnya yang mengatur akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, intersepsi ilegal, manipulasi data elektronik,
gangguan terhadap sistem elektronik, dan penyediaan sarana untuk melakukan kejahatan siber. Oleh karena itu, kelompok
pelanggaran ini pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi keamanan, integritas, dan keandalan sistem elektronik sebagai
objek yang menjadi sasaran kejahatan[17]. Kategori kedua adalah kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai
sarana atau media untuk melakukan perbuatan yang dilarang hukum (cyber-enabled crimes). Dalam kategori ini, teknologi
informasi tidak menjadi sasaran utama, melainkan digunakan sebagai alat untuk menyebarkan atau melakukan perbuatan
yang melanggar hukum. Bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain penyebaran konten perjudian,
konten yang melanggar kesusilaan, pemerasan dan pengancaman, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong,
ujaran kebencian berbasis SARA, ancaman kekerasan, penyalahgunaan data pribadi, serta berbagai bentuk penipuan yang
dilakukan melalui media elektronik. Sejalan dengan konsep tersebut, UU ITE juga membedakan pengaturan antara
pelanggaran yang menyerang sistem elektronik dan pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan
demikian, legalitas suatu konten digital termasuk Podcast dapat dinilai melalui pengujian terhadap kategori perbuatan yang
dilarang dalam UU ITE, baik yang berkaitan dengan serangan terhadap sistem elektronik maupun yang berkaitan dengan
penyebaran konten yang melanggar hukum melalui media elektronik[18]. Klasifikasi pendapat yang dituangkan dalam
konten digital yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam ruang digital berdasarkan UU ITE Sebagaimana bisa dilihat
pada Tabel 2 :

Tabel 2. Klasifikasi Konten Legal dan Melanggar Menurut UU ITE

Perbuatan Dalam Dasar Variabel Penilaian Kualifikasi Legal Kualifikasi
Konten Digital Hukum Melanggar
UU ITE
Muatan Kesusilaan Pasal 27 Adanya distribusi atau Tidak memuat Memuat atau
ayat (1) transmisi konten yang pornografi atau menyebarkan konten
melanggar kesusilaan materi cabul yang melanggar
kesusilaan
Perjudian Pasal 27 Adanya promosi, distribusi, Tidfilf menga_ndl}ng Mengandung promosi,
ayat (2) atau akses terhadap aktivitas perjudian ajakan, atau penyebaran
perjudian perjudian
Pencemaran Nama Pasal 27A Adanya serangan terhadap Kritik terhadap isu, Menyerang reputasi dan
Baik kehormatan atau nama baik kebijakan, atau kehormatan orang
Seseorang fenomena sosial tertentu
Pemerasan atau Pasal 27B Adanya ancaman untuk Tidak terdapat unsur Mengandung ancaman,
Pengancaman memperoleh keuntungan tekanan atau intimidasi,
Tertentu ancaman atau pemerasan
Penyebaran Berita Pasal 28 Adanya informasi palsu Pendapat, opini, atau Menyebarkan informasi
Bohong ayat (1) yang menimbulkan kritik yang palsu yang
kerugian berdasarkan fakta merugikan pihak lain
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Ujaran Kebencian Pasal 28 Adanya ajakan kebencian atau Kritik terhadap Menghasut kebencian
Berbasis SARA ayat (2) permusuhan berdasarkan tindakan, kebijakan, berdasarkan suku,
SARA atau perilaku agama, ras, atau
antargolongan
Ancaman Kekerasan Pasal 29 Adanya ancaman kekerasan Tidak terdapat ancaman Memuat ancaman
yang ditujukan kepada orang fisik atau psikis kekerasan atau
lain menakut-nakuti pihak
lain
Penyalahgunaan Data Pasal 26 Penggunaan atau Data digunakan Menyebarkan data
Pribadi ayat (1) penyebaran data pribadi dengan persetujuan pribadi tanpa hak
tanpa persetujuan pemilik
Akses Ilegal terhadap Pasal 30 Adanya akses tanpa hak Tidak melakukan akses Mengakses sistem
Sistem Elektronik terhadap sistem elektronik tanpa izin elektronik tanpa
kewenangan

Sumber:UU 1/2023

Berdasarkan Tabel 2, hukum positif Indonesia menentukan legalitas kebebasan berpendapat di media digital melalui
pengujian terhadap substansi konten yang disebarkan melalui sistem elektronik. UU ITE pada dasarnya tidak melarang
seseorang menyampaikan pendapat, kritik, opini, analisis, maupun pandangan pribadi dalam ruang digital. Sebaliknya, UU
ITE hanya memberikan batasan terhadap bentuk-bentuk ekspresi tertentu yang secara tegas dikualifikasikan sebagai
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. legalitas suatu konten digital tidak ditentukan oleh media yang digunakan,
melainkan oleh ada atau tidaknya unsur pelanggaran yang diatur dalam UU ITE. Dalam konteks Podcast, pendapat yang
legal adalah pendapat yang berisi kritik, evaluasi, analisis, satire, saran, atau pandangan terhadap suatu isu publik tanpa
mengandung unsur yang dilarang dalam UU ITE. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, budaya, fenomena sosial, maupun
perilaku masyarakat pada prinsipnya masih termasuk bagian dari kebebasan berpendapat selama tidak menyerang
kehormatan seseorang, tidak menyebarkan informasi bohong, serta tidak menghasut kebencian terhadap kelompok
tertentu.Tolak ukuran utama legalitas suatu pendapat bukan terletak pada keras atau tidaknya kritik yang disampaikan,
melainkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran dalam UU ITE. Salah satu pembatasan yang paling sering
dikaitkan dengan kebebasan berpendapat adalah pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE.
Dalam praktiknya, hukum membedakan antara kritik dan pencemaran nama baik. Kritik ditujukan kepada tindakan,
kebijakan, atau fenomena tertentu yang menjadi kepentingan publik, sedangkan pencemaran nama baik ditujukan untuk
menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. suatu konten digital yang hanya berisi penilaian atau kritik terhadap suatu
isu belum tentu dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik apabila tidak memenuhi unsur serangan terhadap
kehormatan orang tertentu. Pembatasan lain yang relevan adalah penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam
Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pendapat yang bersifat
opini pada dasarnya berbeda dengan informasi faktual. Opini merupakan penilaian subjektif yang umumnya dilindungi
sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Sebaliknya, apabila seseorang menyampaikan informasi yang tidak benar
seolah-olah merupakan fakta dan menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran hukum. kritik terhadap suatu kelompok masih dapat dianggap sah sepanjang tidak mengandung hasutan
kebencian berdasarkan suku,agama, ras, atau antargolongan[19]. Hukum positif Indonesia menentukan kebebasan
berpendapat di media digital termasuk Podcast melalui mekanisme pengujian unsur-unsur yang terdapat dalam UU ITE.
Selama suatu konten tidak mengandung muatan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, berita bohong,
ujaran kebencian, ancaman kekerasan, penyalahgunaan data pribadi, maupun bentuk pelanggaran elektronik lainnya yang
diatur dalam UU ITE, maka konten tersebut pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berpendapat
yang legal dan memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, apabila konten tersebut memenuhi salah satu unsur larangan
yang ditentukan dalam UU ITE, maka kebebasan berpendapat tersebut telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh
hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum di ruang digital[20]. Berdasarkan uraian mengenai konsep
negara demokrasi, jaminan konstitusional kebebasan berpendapat dalam UUD 1945, serta klasifikasi legalitas konten digital
berdasarkan UU ITE, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak
konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat
(3), dan Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menyatakan pikiran, mengemukakan
pendapat, serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Dalam konteks perkembangan teknologi
informasi, hak tersebut tidak hanya dapat dilaksanakan melalui media konvensional, tetapi juga melalui media digital,
termasuk Podcast sebagai salah satu sarana komunikasi elektronik yang memungkinkan seseorang menyampaikan gagasan,
kritik, opini, maupun pandangan kepada masyarakat luas. Pada prinsipnya setiap konten Podcast yang memuat ekspresi
pemikiran, kritik sosial, analisis, diskusi, maupun bentuk penyampaian pendapat lainnya merupakan bagian dari
pelaksanaan hak konstitusional yang memperoleh perlindungan hukum dari negara. Meskipun demikian, perlindungan
terhadap kebebasan berpendapat tidak dapat dipahami sebagai pemberian hak yang bersifat mutlak tanpa batas. Sistem

hukum Indonesia menganut prinsip bahwa pelaksanaan suatu hak harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap
memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ruang digital, pengaturan mengenai batas-batas
penggunaan hak tersebut tidak lagi hanya mengacu pada norma umum dalam konstitusi, melainkan dijabarkan secara lebih
khusus melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialis yang mengatur aktivitas elektronik
dan penyebaran informasi melalui sistem elektronik.

Penerapan asas lex specialis derogat lex generalis menyebabkan ketentuan dalam UU ITE menjadi instrumen hukum utama
dalam menentukan legalitas suatu konten digital, termasuk Podcast. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu pendapat
yang disampaikan melalui Podcast tidak cukup hanya didasarkan pada ada atau tidaknya unsur kritik atau ekspresi, tetapi
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juga harus diuji berdasarkan norma-norma khusus yang diatur dalam UU ITE sebagai peraturan yang secara spesifik
mengatur ruang digital. Dari parameter yang telah diuraikan dalam Tabel 1 dan Tabel.2, legalitas suatu konten Podcast
pada dasarnya ditentukan melalui pengujian terhadap substansi konten yang disampaikan. Suatu pendapat dapat
dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang legal apabila hanya memuat opini, kritik, analisis, evaluasi, atau
pandangan terhadap suatu isu tanpa memenuhi unsur-unsur larangan yang ditentukan dalam UU ITE. Sebaliknya, suatu
konten dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum apabila mengandung muatan yang melanggar kesusilaan,
perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian berbasis
SARA, ancaman kekerasan, penyalahgunaan data pribadi, akses ilegal terhadap sistem elektronik, intersepsi ilegal,
manipulasi data elektronik, gangguan terhadap sistem elektronik, maupun penyalahgunaan sarana elektronik untuk
melakukan kejahatan siber. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menentukan kebebasan berpendapat di media digital
termasuk Podcast melalui mekanisme perlindungan hak yang diberikan oleh konstitusi dan mekanisme pembatasan yang
diatur secara khusus dalam UU ITE, sehingga batas antara konten yang legal dan melanggar hukum ditentukan berdasarkan
terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

2. Kualifikasi Konten Podcast Berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu
Dilestarikan” termasuk kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian

Dalam penelitian hukum normatif, penentuan kualifikasi suatu konten sebagai bentuk kebebasan berpendapat atau ujaran
kebencian harus dilakukan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini diperlukan karena hukum pidana tidak
mengenal penilaian yang didasarkan pada persepsi subjektif, melainkan pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur
yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap Podcast berjudul “Budaya
dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kontroversi judul maupun reaksi
masyarakat terhadap isi pembahasannya. Sebaliknya, diperlukan suatu parameter normatif yang dapat digunakan untuk
membedakan antara ekspresi yang masih berada dalam koridor kebebasan berpendapat dengan ekspresi yang telah
memenuhi karakteristik ujaran kebencian. Dengan demikian, sebelum melakukan pengujian terhadap transkrip Podcast,
terlebih dahulu perlu dirumuskan konsep, karakteristik, dan indikator hukum yang menjadi dasar klasifikasi kedua bentuk
ekspresi tersebut. Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E
ayat (3), dan Pasal 28F UUD Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk meyakini suatu
pandangan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, serta menyampaikan informasi melalui berbagai sarana
komunikasi yang tersedia. Namun, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang bersifat absolut karena Pasal 28J ayat (2)
UUD Tahun 1945 memberikan batasan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus menghormati hak orang lain, nilai
moral, ketertiban umum, serta kepentingan masyarakat dalam kehidupan demokratis. Dalam perspektif hukum, kebebasan
berpendapat dapat dipahami sebagai penyampaian gagasan, kritik, penilaian, atau evaluasi terhadap suatu fenomena sosial,
budaya, maupun kebijakan publik yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab[21]. Secara teoritis, kebebasan
berpendapat berkaitan erat dengan konsep kritik dalam ruang publik. Menurut teori demokrasi deliberatif yang
dikemukakan oleh Jiirgen Habermas, kebebasan berpendapat merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya ruang publik
(public sphere) yang demokratis. Habermas berpendapat bahwa legitimasi suatu pandangan tidak ditentukan oleh
kekuasaan, status sosial, maupun dominasi kelompok tertentu, melainkan oleh kekuatan argumentasi yang disampaikan
secara rasional dalam proses komunikasi. Melalui konsep communicative action, Habermas menjelaskan bahwa setiap
individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, mengajukan keberatan, serta
mempertahankan argumennya dalam diskursus publik. kebebasan berpendapat dipandang sebagai instrumen untuk
mencapai pemahaman bersama (mutual understanding) melalui pertukaran alasan yang dapat diterima secara rasional.
Dalam perspektif ini, suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat apabila diarahkan
pada pengujian ide, kebijakan, nilai sosial, maupun praktik budaya melalui argumentasi yang terbuka terhadap kritik dan
perdebatan Sebaliknya, Habermas memandang bahwa ujaran kebencian tidak sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif
karena merusak kondisi ideal komunikasi yang menjadi dasar terbentuknya ruang publik yang sehat. Ujaran kebencian tidak
bertujuan membangun dialog atau mencapai pemahaman bersama, melainkan menciptakan eksklusi sosial terhadap pihak
tertentu melalui penghinaan, stigmatisasi, atau pelabelan negatif berdasarkan identitas kelompok. Dalam kondisi tersebut,
komunikasi tidak lagi berlangsung secara deliberatif karena salah satu pihak ditempatkan sebagai objek serangan, bukan
sebagai peserta yang memiliki kedudukan setara dalam diskursus publik. Akibatnya, ruang publik kehilangan sifat
inklusifnya dan berubah menjadi sarana reproduksi kebencian yang menghambat pertukaran gagasan secara rasional. Oleh
karena itu, dalam kerangka teori Habermas, suatu ekspresi yang mendorong permusuhan terhadap kelompok tertentu tidak
dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi demokratis yang sah karena bertentangan dengan tujuan komunikasi rasional.
Masyarakat demokratis memerlukan ruang diskursus yang memungkinkan setiap individu mengemukakan pandangan,
keberatan, maupun kritik terhadap suatu gagasan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam kerangka
tersebut,berpendapat tidak dipahami sebagai serangan terhadap individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai upaya
menguji validitas suatu ide melalui argumentasi rasional. Karakter utama kebebasan berpendapat adalah adanya sasaran
berupa ide, kebijakan, praktik sosial, atau fenomena budaya yang diperdebatkan secara terbuka. Ukuran utama suatu
ekspresi tidak terletak pada ada atau tidaknya pihak yang merasa tersinggung, melainkan pada tujuan dan substansi

pernyataan yang disampaikan[22].

Tidak Sama dengan kebebasan berpendapat, ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi yang dengan hukum diberikan
pembatasan karena memiliki potensi menimbulkan diskriminasi, permusuhan, maupun konflik sosial. Dalam hukum positif
Indonesia, pengaturan utama mengenai ujaran kebencian terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Selain itu, Pasal 243
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur larangan menyatakan
perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pengaturan
tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat
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berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, maupun penyebaran informasi yang
berpotensi menimbulkan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. penelitian ini terlebih dahulu
merumuskan variabel yang digunakan untuk membedakan kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Variabel tersebut
meliputi sasaran pernyataan, tujuan komunikasi, bentuk ekspresi, unsur kebencian, unsur diskriminasi, konteks
penyampaian, medium penyebaran, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Variabel-variabel tersebut disusun berdasarkan
ketentuan UUD 1945, Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 243 KUHP, Teori Demokrasi deliberatif Habermas, Surat Edaran
Kapolri Nomor SE/06/X/2015. Penggunaan variabel tersebut bertujuan agar proses klasifikasi tidak dilakukan secara
subjektif, melainkan melalui indikator yang memiliki landasan normatif dan teoritis yang jelas Sebagaimana bisa dilihat pada
Tabel 3:

Tabel 3. Variabel Kebebasan Berpendapat dan Ujaran Kebencian

Variabel Kebebasan Berpendapat Ujaran Kebencian Dasar Hukum/Teori
Ditujukan kepada individu atau

Ditujukan kepada gagasan, kelompok tertentu berdasarkan Pasal 2E.§Ehaiat 3 UUl?k Tahun a 1945
kebijakan, tradisi, budaya, nilai  identitasyang melekat pada  TIIAT haK MEVATpal ton penapat
sosial, atau praktik tertentu yang ~ mereka, seperti suku, agama, asa b2 ayat (2)~ £ e melarang
dapat diperdebatkan secara terbuka ras; etnis, atau golongan penyevaran mrormast yang

Sasaran : : : menimbulkan  kebencian  terhadap
dalam ruang publik. Fokus tertentu sehingga yang diserang .-,

Pernyataan utamanya adalah ol:;jek pemikiran, adalah keberadaan kelompok individu atau kelompok berdasarkan

. . ’ SARA. Pasal 243 KUHP melarang
Eulkan 1dl(int1tas seseorang atau tersebut, bukan pernyataan kebencian atau penghinaan
€l0mpox. gagasannya. terhadap golongan rakyat Indonesia.
Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945

Bertuiuan menvampaikan kritik membatasi pelaksanaan kebebasan agar
evalugi s korekZi perz)nilaian atay  Bertujuan menimbulkan rasa menghormati hak dan kebebasan orang
pandanéan terha,dap suatu benci, permusuhan, penolakan ~ 1ain. Pasal 28 ayat .

Tujuan fenomena guna mendorong diskusi S0s1al; diskriminasi, atau (2) UU ITE secara eksplisit mensyaratkan

Komunikasi sentimen negatif terhadap adanya tujuan menimbulkan kebencian

dan pertukaran gagasan dalam

masyarakat. kelompok tertentu.

atau permusuhan. Teori demokrasi
deliberatif Habermas menempatkan

komunikasi sebagai sarana

Sumber:UUD 1945, UU 1/2023, UU 1/2024, SE Kapolri Nomor SE/06/X/2015, Teori demokrasi deliberatif Jiirgen Habermas

variabel yang telah dirumuskan dalam Tabel 3, merupakan parameter normatif yang digunakan untuk membedakan
kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam penelitian ini. Variabel pertama adalah sasaran pernyataan, yaitu pihak
atau objek yang menjadi tujuan utama suatu ekspresi. Kebebasan berpendapat pada umumnya diarahkan kepada gagasan,
kebijakan, tradisi, budaya, maupun praktik sosial yang dapat diperdebatkan secara terbuka dalam ruang publik. Sebaliknya,
ujaran kebencian lebih berorientasi pada individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas yang melekat pada mereka.
Variabel kedua adalah tujuan komunikasi, yang berfungsi untuk mengetahui maksud dari suatu pernyataan. Dalam
kebebasan berpendapat, tujuan komunikasi umumnya berupa penyampaian kritik, evaluasi, atau pandangan terhadap suatu
persoalan. Sebaliknya, dalam Ujaran kebencian (Hate Speech) pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang memiliki
tujuan untuk menimbulkan dampak negatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Dampak tersebut dapat berupa
munculnya rasa benci, permusuhan, diskriminasi, hingga tindakan kekerasan yang dipicu oleh pesan yang disampaikan.
Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, keberadaan ujaran kebencian berpotensi mengganggu harmoni sosial karena
mendorong terbentuknya prasangka, kecurigaan, serta menurunnya sikap toleransi antaranggota masyarakat. Apabila
dibiarkan berkembang tanpa kontrol, ujaran kebencian dapat mengikis rasa persatuan dan solidaritas sosial yang menjadi
fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam praktiknya, ujaran kebencian dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,
seperti penghinaan, fitnah, penistaan, pelabelan negatif, stereotip, provokasi, maupun penghasutan yang diarahkan kepada
individu atau kelompok tertentu. Bentuk-bentuk ekspresi tersebut umumnya tidak dimaksudkan untuk menyampaikan kritik
atau membangun diskusi publik yang rasional, melainkan untuk membangun sentimen negatif terhadap pihak yang menjadi
sasaran[23]. sasaran dan tujuan komunikasi menjadi indikator awal yang penting dalam menentukan arah suatu ekspresi.
Variabel ketiga adalah bentuk dan cara penyampaian. Aspek ini menitikberatkan pada bagaimana suatu pendapat
dikemukakan kepada publik. Kebebasan berpendapat biasanya disampaikan melalui argumentasi, opini, kritik, kajian, atau
penilaian yang masih dapat diuji serta diperdebatkan secara rasional. Sebaliknya, Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor
SE/06/X /2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), ujaran kebencian tidak hanya dipahami sebagai suatu
pendapat yang menimbulkan ketidaksetujuan atau kontroversi di tengah masyarakat, tetapi sebagai bentuk ekspresi yang
dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah diatur dalam KUHP maupun
peraturan pidana lainnya. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat diwujudkan melalui berbagai
bentuk perbuatan, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi,
penghasutan, serta penyebaran berita bohong. Berbagai bentuk ekspresi tersebut pada dasarnya memiliki karakteristik yang
sama, yaitu mengandung muatan yang berpotensi menimbulkan kebencian, permusuhan, diskriminasi, atau tindakan
merugikan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum, identifikasi ujaran
kebencian tidak hanya dilakukan dengan melihat substansi pesan yang disampaikan, tetapi juga memperhatikan bentuk dan
cara penyampaiannya. Semakin kuat suatu pernyataan diwujudkan dalam bentuk penghinaan, stigmatisasi, provokasi, atau
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penghasutan terhadap kelompok tertentu, maka semakin besar kemungkinan pernyataan tersebut dikualifikasikan sebagai
ujaran kebencian dibandingkan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum. Selain menjelaskan
bentuk-bentuk ujaran kebencian, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X /2015 juga menegaskan bahwa perbuatan tersebut
dapat dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Ujaran
kebencian dapat disampaikan dalam orasi kampanye, demonstrasi, ceramah keagamaan, media cetak, media elektronik,
spanduk, pamflet, maupun jejaring media sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama dalam menilai
ujaran kebencian bukan terletak pada media yang digunakan, melainkan pada karakter ekspresi yang disampaikan kepada
publik. Dalam kaitannya dengan variabel bentuk dan cara penyampaian[24]. Variabel keempat adalah muatan kebencian dan
diskriminasi, yang merupakan unsur paling penting dalam identifikasi ujaran kebencian. Suatu ekspresi dapat dikategorikan
sebagai ujaran kebencian apabila mengandung dorongan untuk membenci, memusuhi, merendahkan, atau mendiskriminasi
individu maupun kelompok tertentu berdasarkan identitasnya. Dalam praktiknya, ujaran kebencian sering diwujudkan
melalui penghinaan, pelabelan negatif, penyebaran prasangka, fitnah, provokasi, maupun hasutan yang menempatkan
kelompok tertentu sebagai pihak yang dianggap lebih rendah, berbahaya, atau tidak layak memperoleh perlakuan yang

sama dalam masyarakat. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya diskriminasi sosial, polarisasi, konflik horizontal,
bahkan tindakan kekerasan yang berangkat dari sentimen kebencian terhadap identitas tertentu. keberadaan muatan
kebencian dan diskriminasi menjadi pembeda yang paling mendasar antara kebebasan berpendapat dan ujaran
kebencian[25]. Sebaliknya, dalam kebebasan berpendapat, ketidaksetujuan yang disampaikan tetap diarahkan pada gagasan
atau tindakan yang dikritik tanpa mengembangkan sentimen kebencian terhadap kelompok tertentu.

Variabel kelima adalah dampak terhadap ruang publik. Variabel ini digunakan untuk melihat konsekuensi sosial yang secara
logis dapat timbul dari suatu pernyataan. Kebebasan berpendapat Menurut teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan
oleh Jiirgen Habermas, kebebasan berpendapat merupakan syarat fundamental bagi terbentuknya ruang publik (public
sphere) yang demokratis. Ruang publik dipahami sebagai arena komunikasi yang memungkinkan warga negara bertukar
gagasan, menyampaikan kritik, serta berpartisipasi dalam pembentukan opini publik melalui argumentasi yang rasional.
Dalam kerangka ini, kebebasan berpendapat tidak semata-mata dipandang sebagai hak individu untuk berbicara, melainkan
sebagai instrumen untuk menciptakan proses dialog yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pencarian pemahaman
bersama. Melalui pertukaran argumentasi yang bebas dari tekanan dan dominasi, masyarakat dapat menguji berbagai
gagasan, mengevaluasi praktik sosial yang berlaku, serta menghasilkan pandangan yang lebih rasional mengenai suatu
persoalan publik. dampak utama kebebasan berpendapat terhadap ruang publik adalah terciptanya iklim diskusi yang sehat,
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis, berkembangnya budaya kritik yang konstruktif, serta
terbentuknya opini publik yang lahir dari proses pertukaran pendapat secara rasional. Dalam perspektif Habermas, semakin
terbuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap suatu isu, maka semakin kuat pula
kualitas demokrasi karena keputusan dan pandangan yang berkembang di ruang publik tidak didasarkan pada paksaan,
melainkan pada kekuatan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Berbeda dengan kebebasan
berpendapat, ujaran kebencian dipandang oleh teori demokrasi deliberatif sebagai bentuk komunikasi yang merusak fungsi
ideal ruang publik. Habermas menekankan bahwa komunikasi yang demokratis harus didasarkan pada pengakuan terhadap
kesetaraan setiap peserta diskursus sebagai subjek yang memiliki hak yang sama untuk didengar dan dihormati. Ujaran
kebencian bertentangan dengan prinsip tersebut karena tidak bertujuan membangun dialog atau mencapai pemahaman
bersama, melainkan menciptakan kebencian, permusuhan, stigmatisasi, dan pengucilan terhadap individu maupun kelompok
tertentu berdasarkan identitas mereka. Akibatnya, ruang publik tidak lagi berfungsi sebagai arena pertukaran gagasan yang
rasional, tetapi berubah menjadi sarana reproduksi prasangka dan konflik sosial. penyebaran ujaran kebencian dapat
memperkuat polarisasi masyarakat, menurunkan kualitas diskursus publik, serta mendorong munculnya diskriminasi dan
permusuhan antarkelompok. Dampak tersebut sejalan dengan berbagai temuan mengenai ujaran kebencian di media sosial
yang menunjukkan bahwa konten yang mengandung penghinaan, provokasi, hasutan, dan pelabelan negatif berpotensi
memicu konflik horizontal serta mengganggu kohesi sosial. dalam perspektif Habermas, ujaran kebencian tidak dapat
dipandang sebagai kontribusi terhadap demokrasi karena justru menghambat komunikasi rasional, menutup kemungkinan
dialog yang setara, dan merusak tujuan utama ruang publik sebagai wadah pembentukan pemahaman bersama dalam
masyarakat demokratis[26]. Dengan demikian, kelima variabel tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka
analisis yang utuh dalam menentukan karakter hukum suatu pernyataan.

Setelah menetapkan lima variabel utama sebagai parameter untuk membedakan kebebasan berpendapat dan ujaran
kebencian, penulis selanjutnya melakukan pengujian terhadap objek penelitian berupa Podcast berjudul “Budaya dan Tradisi
Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan”. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan variabel sasaran pernyataan, tujuan
komunikasi, bentuk dan cara penyampaian, muatan kebencian dan diskriminasi, serta dampak terhadap ruang publik yang
telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan ketentuan hukum positif dan landasan teoritis yang relevan. Penggunaan kelima
variabel tersebut bertujuan untuk memperoleh penilaian yang objektif dan sistematis mengenai karakter hukum dari
pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam Podcast. Analisis tidak hanya berfokus pada judul Podcast atau penggalan
pernyataan tertentu yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, tetapi juga mempertimbangkan konteks
pembahasan secara keseluruhan. Pendekatan ini penting karena penentuan suatu konten sebagai bentuk kebebasan
berpendapat atau ujaran kebencian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus didasarkan pada pengujian
menyeluruh terhadap substansi, tujuan, serta dampak dari komunikasi yang disampaikan Sebagaimana bisa dilihat pada
Tabel 4:
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Tabel 4. Hasil Uji Variabel Kebebasan Berpendapat dan Ujaran Kebencian Terhadap Isi Podcast

Variabel

Fakta/Transkrip Podcast

Analisis

Sasaran
Pernyataan

Tujuan
Komunikasi

Host menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat
memaksa masyarakat menyukai budaya tertentu dan
mengkritik cara sosialisasi budaya yang dianggap kurang
tepat.

“bukan konsen utama supaya budaya itu dilestarikan,
karena pemerintah tidak bisa memaksakan sebuah
budaya untuk disukai oleh masyarakat yang ada pada satu
zaman, misal pemerintah sudah melakukan segala cara
untuk sosialisasi kebudayaan tapi masyarakat tidak
tertarik, yasudah bukan salah masyarakatnya dan tidak
usah dipaksa dengan ditaruh di event-event yang tidak
nyambung, misal di event konser tik-tok tapi dibuka
dengan tari tor-tor itu akan membuat audiens sebel dan
antipati, tidak usah di selip-selipin kebudayaan di event-
event yang tidak nyambung, bukan tarinya yang
bermasalah tapi penempatan acaranya yang kurang tepat”

Host juga menyoroti fenomena nasionalisme palsu.

“Jujur aja kita tidak serius dalam menjaga kebudayaan
kita, kita baru banyak omong ketika kebudayaan kita
sudah di klaim oleh negara lain misal malaysia klaim
batik pada 2008 setelah itu baru pemerintah indonesia
lebih peduli terhadap kebudayaan batik, mulai dari
ditetapkannya hari batik nasional pada 2 oktober dan
kewajiban pns memakai batik, selama ini kemana saja“
kata para host

Host berpendapat bahwa budaya yang kurang diminati
tidak dapat dipertahankan melalui pemaksaan.

“kalo emang budaya/tradisi sudah tidak ada peminatnya
lagi yaudah cukup dijadikan dokumentasi aja bahwa kita
pernah punya budaya ini loh, karena pemerintah tidak
bisa memaksa kita menyukai hal yang kita sendiri tidak
menyukainya”

Host juga mengusulkan solusi berupa peningkatan
kesejahteraanpelaku budaya, sosialisasi budaya yang

lebih  baik, dan

keterlibatan pemerintah dalam pelestarian
budaya.

“karena gini aku sering lihat misal pengrajin
wayang sekarang sudah sepi orderan tapi
pemerintah  bilang  pertahankan terus
sementara pemerintah tidak memberikan
dukungan moral/materil kan kasihan mereka
yang disuruh mempertahankan, kalo emang
mau melestarikan budaya/tradisi perhatikan
lagi donk para pelaku

budayanya misal diberi gaji bulanan/akses
untuk sosialisasi dengan cara yang benar”

Sasaran pernyataan dalam transkrip diarahkan pada
kebijakan, metode sosialisasi, dan praktik pelestarian
budaya, bukan kepada suku, agama, ras, etnis, atau
golongan tertentu sebagai identitas yang harus
dibenci. Secara yuridis normatif, hal ini lebih dekat
dengan kritik terhadap kebijakan publik daripada
ujaran kebencian. Kalimat “pemerintah tidak bisa
memaksakan sebuah budaya” dan kritik atas
penempatan acara menunjukkan bahwa objek
serangannya adalah cara kerja kebijakan, bukan
martabat kelompok masyarakat. Bahkan ketika host
menyebut “nasionalisme palsu”, frasa itu tetap berada
dalam kritik atas sikap kenegaraan yang dianggap
reaktif, bukan serangan terhadap identitas tertentu.
Karena itu, variabel sasaran pernyataan lebih kuat
menunjuk pada kebebasan berpendapat.

Tujuan komunikasi dalam Podcast ini tampak sebagai
evaluasi dan koreksi terhadap cara pelestarian budaya
yang dinilai kurang efektif. Adanya usulan konkret
seperti dokumentasi ~ budaya, peningkatan
kesejahteraan budayawan, dan perbaikan sosialisasi
menunjukkan bahwa host tidak sekadar mengeluh,
melainkan menawarkan arah solusi. Ini penting
karena ujaran kebencian pada dasarnya bertujuan
menimbulkan  kebencian, = permusuhan, atau
diskriminasi, sedangkan dalam transkrip

justru tampak dorongan untuk membenahi

kebijakan agar pelestarian budaya lebih
rasional. Dengan demikian, secara tujuan
komunikasi, Podcast lebih menunjukkan
karakter kritik yang konstruktif daripada
hasutan kebencian.
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Para host menggunakan humor, satire, dan
sarkasme ketika membahas fenomena
budaya/tradisi  indonesia  yang  harus
dimodifikasi. “budaya itu bisa dikembangkan,
misal tari piring sudah mulai ditinggalkan
dimodifikasi piringnya kurang
banyak/piringnya diisi nasi padang”

“pelompat batu di nias kan sudah jarang anak-
anak ngumpul di tempat batu jadi diganti
lompat di skatepark, kan asik ada yang main

Bentuk penyampaian memang tajam,
ironis, dan kadang provokatif, tetapi gaya
tersebut masih berada dalam koridor
ekspresi kritis. Dalam perspektif hukum,
satire dan sarkasme tidak otomatis
menjadi ujaran kebencian; penilaiannya
bergantung pada apakah ekspresi itu
menyerang identitas kelompok tertentu
atau hanya mengkritik fenomena sosial.
Dari transkrip, host lebih banyak memakai

skateboard tiba-tiba ada anak nias yang gaya bahasa komedi untuk menyoroti
lompat sambil berseru aku disuruh ketidakefektifan sosialisasi budaya dan
pemerintah” perilaku sosial yang dianggap berlebihan.
“tetapi intinya biarlah pemerintah mencari Tidak tampak ajakan untuk menghina atau
trobosan baru dengan cara yang tepat untuk membenci kelompok tertentu. Karena itu,
memperkenalkan kebudayaan kepada bentuk penyampaian ini lebih tepat
masyarakat supaya tidak terjadi back fire dipahami sebagai teknik retoris dalam

membuat kita makin sebel sama kebudayaan”

Mereka juga menggunakan humor, satire, dan
sarkasme  ketika = memberikan  contoh
budaya/tradisi  indonesia  yang  harus
dihpuskan karena sudah tidak relevan dengan
perkembangan zaman.

“harus ada tradisi diindonesia yang harus
dihilagkan, misal tradisi sehabis makan tidak
boleh pulang terus apa yang harus kita
lakukan kata para host apalagi kalo tidak ada
topik yang mau dibicarakan”

“adalagi tradisi kita yang aneh, tidak sopan
menolak apa yang ditawarkan oleh penghuni
rumah misal kita bertamu terus penghuni
rumah menawarkan sesuatu dan kita menolak
kita dianggap tidak sopan gue ngak setuju,
kenapa? lihat dulu apa yang ditawarkan jika
sabu-sabu boleh kita tolak, tradisi sungkan
seperti ini yang aku ngak setuju, mereka
berpendapat harus dibiasakan kalo memang
tidak mau ya gpp menolak bukan berarti tidak
sopan”

“kemudian tradisi nikah hedon ngundang
tamu banyak padahal kita sendiri tidak kenal
itu harus dihapuskan”

Host memang menyoroti budaya yang identik
dengan suku tertentu tetapi salah dalam
penempatannya.

“sebelum kita menonton dj kesto ini dia tari
saman, tidak ada yang salah dengan tarinya
namun penempatanya jadi tidak nyambung

yang

membuat anak muda makin antipati, orang
mau nonton apa dikasih apa jadi pemaksaan
untuk disukai jatuhnya”

“budaya lompat batu di nias juga kalo sudah
tidak ada yang minat ada 2 solusi dibubarkan
atau pemerintah harus menyejahterahkan
para pelaku budayanya untuk menarik minat
anak muda melestarikan  kebudayaan
tersebut”

Host juga menyoroti kebudayaan tari tarian

kebebasan berpendapat, meskipun
nadanya keras dan berpotensi memancing
perdebatan.

Unsur kebencian dan  diskriminasi
tampaknya tidak terpenuhi. Kritik host
diarahkan pada ide bahwa semua budaya
harus dipertahankan dengan cara apa
pun, serta pada kebijakan

pemerintah yang dianggap salah strategi.

Itu berbeda dari ujaran kebencian
yang

memerlukan  muatan permusuhan,
penghinaan, atau serangan terhadap
kelompok  berdasarkan  identitasnya.
Bahkan contoh tentang budaya yang sudah
tidak diminati menunjukkan sikap

argumentatif: budaya boleh tetap ada,
tetapi tidak harus dipaksakan untuk
disukai semua orang. Secara normatif, ini
lebih dekat ke kebebasan berpendapat
karena yang ditolak adalah pemaksaan
sosial, bukan keberadaan kelompoknya.
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yang identik dengan hal mistis Maka variabel muatan kebencian dan
“kuda lumping makan beling dulu memang diskriminasi condong ke kategori tidak
kelihatan keren tapi sekarang kan kelihatan terpenuhi sebagai ujaran kebencian.
alay, kita tidak meremekan budayanya tapi
kalo anak muda lebih suka joget di tik-tok
daripada tari tarian itukan pilihan anak muda
kita tidak bisa memaksa, udah gitu banyak
kebudayaan tari tarian kita identik dengan hal
mistis, gue pernah di satu seminar dibuka
dengan tari tarian kemudian selesai nari
penarinya kesurupan teriak
teriak itukan membuat anak muda terteror”
Dampak Host mengajak publik untuk mengevaluasi Dampak yang muncul dari Podcast lebih
terhadap cara pelestarian budaya. berupa perdebatan publik daripada
Ruang Publik “pernyataan pemerintah sangat kontradiktif polarisasi kebencian terhadap kelompok
misal menyuruh masyarakat untuk tertentu. Dalam kerangka demokrasi
melestarikan budaya/tradisi tertentu tetapi deliberatif, kondisi ini justru menunjukkan
tidak  menyejahterahkan  para  pelaku berfungsinya ruang publik sebagai arena
budayanya pantes anak muda kita mulai pertukaran  argumentasi. = Komentar-
meninggalkan kebudayaan” komentar yang berseberangan
Host membahas faktor penyebab menurunnya menandakan bahwa konten memancing
minat  masyarakat = terhadap  budaya diskusi, penilaian, dan bantahan, yang
tradisional. “Salah pemerintah juga kurang merupakan ciri kebebasan berpendapat.
sosialisasi dan trobosan baru untuk menarik Memang terdapat reaksi emosional dan
minat masyarakat akan kebudayaan” pernyataan yang tajam dari sebagian
Pada kolom komentar Podcast juga audiens, tetapi itu tidak otomatis
menimbulkan polarisasi terhadap pendapat mengubah substansi kontennya menjadi
para host. ujaran kebencian. Selama inti pembicaraan
akun shelpby “kalo wayang kulit sih masih tetap berupa kritik atas kebijakan
banyak peminatnya walau pemerintah tidak pelestarian budaya dan bukan serangan

memperhatikannya” identitas, maka dampaknya lebih tepat
Akun saymyname “bener juga ngapain kita liat dibaca sebagai dinamika debat publik yang
oarang kesurupan dan makan beling” sehat, meskipun kontroversial.

Akun arsyautomo “disurabaya juga lebih rame
kalo ada ice cream gratis daripada wayang”
Akun Rikiimanuel “aku sebagai pemahat
wayang dan praktisi pelaku budaya aktif
cukup setuju bahwa seringkali
pemerintah

dalam mensosialisasi budaya itu
cukup cringe, tapi menurut ku seniman punya
pasarnya sendiri dan mungkin kenapa saat ini
tidak banyak budaya kita yang

diminati salah satunya

karena pendidikan yang terlalu
positivistic yang ternyata juga nanggung
karena kenyataan yang diajarkan hari
inihanya pendidikan kongnitif paling dasar
dan kurangnya pembekalan tentang estetika,
aku
kira ini masalah pendidikan bukan semerta
merta kebijakan yang keliru”
Akun ardixsyah “gw kesel banget sama tradisi
basa basi kalo berkunjung ke rumah orang
harus makan, ini true story kemren pas
lebaran pergi ke
5 rumah saudara gw disuruh makan semua
sampai mau muntah padahal niatnya Cuma
halal bihalal”

Sumber:Dianalisis penulis berdasarkan isi Podcast berjudul “budaya dan tradisi indonesia tidak perlu dilestarikan” yang
tayang diaplikasi noice pada tanggal 6 januari 2020 dengan variabel yang ada pada tabel 3
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Berdasarkan hasil pengujian terhadap lima variabel pada tabel 4 yang telah dirumuskan sebelumnya dapat diketahui bahwa
isi Podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” lebih dominan menunjukkan karakteristik kebebasan
berpendapat daripada ujaran kebencian. Hal tersebut terlihat dari sasaran utama pernyataan yang tidak diarahkan kepada
individu maupun kelompok tertentu berdasarkan identitas suku, agama, ras, atau antargolongan, melainkan ditujukan
kepada gagasan, kebijakan, dan praktik pelestarian budaya yang berkembang di masyarakat. Selain itu, tujuan komunikasi
yang dibangun dalam Podcast lebih berorientasi pada penyampaian kritik, evaluasi, dan pandangan alternatif mengenai
efektivitas pelestarian budaya di Indonesia. Meskipun terdapat sejumlah pernyataan yang bernada tajam, kontroversial, dan
berpotensi menimbulkan perdebatan publik, substansi yang disampaikan tetap berada dalam konteks diskusi mengenai
kebijakan kebudayaan dan fenomena sosial. dari aspek sasaran pernyataan dan tujuan komunikasi, Podcast tersebut lebih
mencerminkan pelaksanaan kebebasan berpendapat yang bertujuan menyampaikan pandangan kritis terhadap suatu isu
yang dianggap penting untuk didiskusikan di ruang publik. Temuan yang sama juga terlihat pada variabel bentuk dan cara
penyampaian, muatan kebencian dan diskriminasi, serta dampak terhadap ruang publik. Berdasarkan transkrip yang telah
dianalisis, tidak ditemukan adanya ajakan untuk membenci, memusuhi, mendiskriminasi, atau melakukan tindakan tertentu
terhadap kelompok masyarakat berdasarkan identitas yang dilindungi oleh hukum. Pernyataan yang disampaikan lebih

berupa opini, kritik sosial, humor, satire, dan argumentasi mengenai relevansi pelestarian budaya dalam perkembangan
masyarakat modern. Bahkan dalam beberapa bagian, pembicara menyampaikan alasan serta alternatif solusi yang menurut
mereka dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan budaya tanpa harus memaksakan masyarakat untuk menyukai
seluruh bentuk budaya yang ada. Dari perspektif teori demokrasi deliberatif Jiirgen Habermas, isi Podcast tersebut lebih
menunjukkan fungsi ruang publik sebagai sarana pertukaran gagasan dan perdebatan rasional dibandingkan sebagai sarana
penyebaran kebencian. berdasarkan pengujian terhadap kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini, tidak
ditemukan indikator yang cukup untuk mengkualifikasikan Podcast sebagai ujaran kebencian, melainkan lebih tepat
dipahami sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang disampaikan melalui kritik terhadap fenomena sosial dan kebijakan
kebudayaan.

Meskipun demikian, Pengujian melalui variabel hanya berfungsi sebagai instrumen awal untuk mengidentifikasi
kecenderungan karakter suatu pernyataan, apakah lebih dekat dengan kebebasan berpendapat atau justru mengandung
karakteristik ujaran kebencian. untuk memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif dan memiliki dasar hukum yang
kuat, selanjutnya penulis akan melakukan pengujian secara langsung terhadap isi transkrip Podcast dengan menggunakan
ketentuan hukum positif yang secara spesifik mengatur mengenai ujaran kebencian, khususnya Pasal 28 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 243 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengujian tersebut dilakukan untuk menilai apakah unsur-unsur
kebencian, permusuhan, diskriminasi, atau penghasutan terhadap kelompok tertentu sebagaimana dirumuskan dalam kedua
ketentuan tersebut benar-benar terpenuhi atau tidak dalam isi Podcast yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat
diperoleh kesimpulan hukum yang lebih tepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sebelum
melakukan pengujian terhadap objek penelitian, perlu dipahami bahwa dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa suatu
perbuatan hanya dapat dinyatakan memenuhi suatu tindak pidana apabila seluruh unsur yang dirumuskan dalam pasal yang
bersangkutan terpenuhi secara kumulatif. tidak cukup hanya ditemukan satu atau beberapa unsur, melainkan seluruh unsur
yang menjadi syarat dalam rumusan delik harus terbukti. Dalam hukum pidana, penentuan ada atau tidaknya suatu tindak
pidana harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur yang dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege) yang menegaskan
bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas
legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana berfungsi memberikan kepastian hukum serta melindungi setiap orang dari kemungkinan penerapan hukum
secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan
anggapan bahwa suatu perbuatan dianggap tidak pantas atau menimbulkan kontroversi di masyarakat, melainkan harus
membuktikan secara konkret bahwa seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu pasal telah terpenuhi.
Dengan demikian, keberadaan unsur-unsur delik dalam suatu ketentuan pidana merupakan syarat mutlak yang harus
dibuktikan secara kumulatif sebelum seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana. Prinsip tersebut menjadi
penting dalam penelitian ini karena objek yang dikaji berupa konten Podcast berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak
Perlu Dilestarikan” yang memuat berbagai pandangan kritis mengenai budaya dan tradisi di Indonesia. Meskipun sebagian
isi Podcast menimbulkan perdebatan dan menuai beragam respons dari masyarakat, hal tersebut tidak serta-merta dapat
dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian yang dilarang oleh hukum. Sesuai dengan asas legalitas, penilaian terhadap ada
atau tidaknya pelanggaran Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik harus dilakukan melalui pengujian terhadap setiap unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut. Dengan
kata lain, Podcast hanya dapat dinyatakan melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE apabila seluruh unsur yang terkandung di
dalamnya terbukti terpenuhi berdasarkan fakta yang ditemukan dalam transkrip. Oleh karena itu, untuk memperoleh
kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, penulis akan menguji satu per satu unsur
Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan membandingkannya secara langsung terhadap fakta hukum yang terdapat dalam Podcast
yang menjadi objek penelitian[27]. Pasal 28 ayat (2) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau
memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental,
atau disabilitas fisik” mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, penyebaran informasi elektronik, tujuan menimbulkan
kebencian atau permusuhan, serta sasaran berupa individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA). Pendekatan yang sama juga banyak digunakan dalam penelitian hukum terkait ujaran kebencian,
yaitu dengan menguji setiap unsur pasal secara sistematis sebelum menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya
pelanggaran hukum. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah Podcast yang menjadi objek penelitian memenuhi kualifikasi
ujaran kebencian menurut Pasal 28 ayat (2) UU ITE, setiap unsur dalam pasal tersebut harus diuji satu per satu terhadap
fakta yang ditemukan dalam transkrip Podcast Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 5:
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Tabel 5. Hasil Uji Unsur Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Terhadap Isi Podcast

Unsur Pasal 28 Fakta Pada Podcast Hasil Uji
Ayat (2) UUITE
Setiap Orang Podcast yang menjadi objek penelitian dibawakan oleh Tretan Muslim dan Coki Pardede Terpenuhi

sebagai host yang secara sadar menyampaikan pandangan, opini, serta kritik mengenai
budaya dan tradisi Indonesia melalui platform digital. Dalam episode tersebut, kedua host
secara aktif mengemukakan argumentasi mengenai pelestarian budaya, efektivitas
kebijakan pemerintah, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang budaya. Seluruh
pernyataan yang muncul dalam Podcast merupakan hasil pemikiran dan pendapat pribadi
para host yang disampaikan secara langsung kepada publik melalui media elektronik.
Dengan demikian, subjek yang menyampaikan pernyataan dalam Podcast merupakan
individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai subjek hukum
sebagaimana dimaksud dalam rumusan "setiap orang"

pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Dengan Sengaja Berdasarkan isi transkrip, seluruh pernyataan yang disampaikan para host tidak muncul Terpenuhi

secara spontan tanpa kesadaran, melainkan merupakan bagian dari pembahasan utama
episode yang memang secara khusus mengangkat tema "Budaya dan Tradisi Indonesia
Tidak Perlu Dilestarikan". Para host secara berulang memberikan penjelasan mengenai
alasan mereka menganggap bahwa budaya tertentu tidak dapat dipertahankan melalui
pemaksaan serta mengemukakan sejumlah contoh untuk mendukung argumentasi
tersebut. Mereka juga memberikan usulan mengenai peran pemerintah dalam menjaga
keberlangsungan budaya melalui sosialisasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku
budaya. Adanya rangkaian argumentasi yang sistematis tersebut

menunjukkan bahwa pernyataan disampaikan dengan kesadaran penuh dan kehendak
yang disengaja untuk dikomunikasikan kepada publik.

Menyebarkan Informasi Podcast yang menjadi objek penelitian dipublikasikan melalui platform digital Noice dan Terpenuhi
Elektronik dan/atau dapat diakses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Bentuk penyampaian
Dokumen Elektronik pendapat dilakukan melalui media elektronik yang memungkinkan isi pembicaraan

didengar, dibagikan, dan dikomentari oleh pengguna lainnya. Fakta ini juga diperkuat

dengan adanya berbagai tanggapan

dari pendengar yang muncul pada kolom komentar serta diskusi lanjutan mengenai isi

Podcast tersebut. Dengan dipublikasikannya Podcast melalui

Sumber:Dianalisis penulis berdasarkan fakta pada podcast dan unsur pasal 28 ayat 2 UU 1/2023

Berdasarkan Tabel 5.unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, dan “menyebarkan informasi elektronik” dapat dinyatakan
terpenuhi. Hal tersebut karena Podcast disampaikan oleh subjek hukum yang secara sadar membuat dan menyebarluaskan
konten melalui platform digital yang dapat diakses masyarakat luas. Ketiga unsur tersebut pada dasarnya merupakan unsur
formal yang relatif mudah dibuktikan karena berkaitan dengan keberadaan pelaku dan media yang digunakan untuk
menyampaikan informasi. Akan tetapi, terpenuhinya unsur formal tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa suatu
perbuatan melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pengujian harus dilanjutkan pada unsur materiil yang menjadi inti dari delik
ujaran kebencian, yaitu adanya tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan
identitas SARA. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur “ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”
tidak terpenuhi dalam objek penelitian. Dari keseluruhan transkrip yang dianalisis, para host lebih banyak menyampaikan

kritik terhadap cara pemerintah mensosialisasikan budaya, efektivitas pelestarian budaya, serta fenomena sosial yang
berkembang di masyarakat.

Bahkan dalam beberapa bagian, para host memberikan solusi berupa peningkatan kesejahteraan budayawan,
penyelenggaraan acara khusus kebudayaan, dan perlunya pemerintah mencari terobosan baru dalam menjaga budaya
Indonesia. keberadaan kritik, opini, maupun pandangan yang bersifat kontroversial tidak serta-merta dapat dikualifikasikan
sebagai ujaran kebencian apabila tidak disertai tujuan untuk membangkitkan kebencian atau permusuhan terhadap
kelompok yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dan unsur
“berdasarkan SARA” harus dibuktikan secara konkret melalui isi komunikasi yang disampaikan, bukan hanya berdasarkan
adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu pendapat. penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus tetap menjaga
keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari ujaran kebencian dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat
yang sah dalam negara hukum demokratis[28]. Keberadaan kritik dan usulan solusi tersebut menunjukkan bahwa tujuan
komunikasi yang dibangun lebih mengarah pada evaluasi dan perdebatan publik mengenai kebijakan kebudayaan daripada
upaya membangkitkan kebencian atau permusuhan terhadap pihak tertentu. unsur subjektif berupa tujuan menimbulkan
kebencian sebagaimana disyaratkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak ditemukan dalam Podcast tersebut. Selain itu, unsur
“terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan” juga tidak
terpenuhi. Transkrip Podcast tidak memuat pernyataan yang menyerang identitas kelompok tertentu, tidak mengandung
ajakan untuk membenci suatu suku, agama, ras, maupun golongan, dan tidak ditemukan bentuk diskriminasi terhadap
kelompok yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sasaran utama pembicaraan justru tertuju pada gagasan
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mengenai pelestarian budaya dan kebijakan pemerintah dalam mengelola kebudayaan nasional. karena unsur tujuan
menimbulkan kebencian atau permusuhan serta unsur sasaran berdasarkan SARA tidak terbukti terpenuhi, maka Podcast
“Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar
Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Setelah dilakukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, langkah selanjutnya adalah menguji objek penelitian berdasarkan Pasal 243 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan,
atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar
oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasazrn permusuhan
dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok
penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental,
atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Pengujian ini penting karena Pasal 243 Ayat 1
KUHP merupakan salah satu ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan menghasut orang lain untuk
melakukan diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap golongan rakyat atau kelompok tertentu berdasarkan
identitas yang dilindungi oleh hukum. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menitikberatkan pada penyebaran
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA melalui media elektronik,
dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, diperlukan pengujian terhadap unsur-unsur objektif maupun
subjektif yang terkandung dalam rumusan delik. Pendekatan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena objek
yang dikaji berupa konten digital yang disebarluaskan melalui media elektronik sehingga penilaiannya harus dilakukan
secara hati-hati berdasarkan parameter hukum pidana yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau reaksi
publik terhadap isi konten tersebut. Dalam konteks KUHP, pengaturan mengenai ujaran kebencian tidak lagi hanya
dipandang sebagai persoalan penghinaan atau ekspresi yang menimbulkan ketidaknyamanan, melainkan sebagai perbuatan
yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan memicu diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok
tertentu. Pasal 243 ayat 1 KUHP mensyaratkan adanya unsur penghasutan yang dilakukan di muka umum dengan tujuan
mendorong diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok yang dilindungi berdasarkan identitas tertentu.
Konsekuensinya, keberadaan kritik, opini, satire, maupun pandangan yang bersifat kontroversial tidak serta-merta dapat
dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Berdasarkan pemahaman tersebut, pengujian
terhadap Podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” harus dilakukan dengan cara membandingkan
setiap unsur Pasal 243 ayat 1 KUHP dengan fakta hukum yang ditemukan dalam transkrip Podcast. Melalui pengujian unsur
demi unsur tersebut dapat diketahui secara objektif apakah konten yang menjadi objek penelitian benar-benar mengandung
penghasutan kebencian sebagaimana dimaksud Pasal 243 ayat 1 KUHP atau justru masih berada dalam ruang kebebasan
berpendapat yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia[29]. Melalui pengujian tersebut dapat diketahui apakah
pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam Podcast memenuhi unsur penghasutan kebencian atau justru tetap berada
dalam ruang kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 6:

Tabel 6. Hasil Uji Unsur Pasal 243 Ayat 1 KUHP Terhadap Isi Podcast
Unsur Pasal 243 ayat 1
KUHP
Setiap Orang Podcast yang menjadi objek penelitian dibawakan oleh Tretan Muslim dan Coki  Terpenuhi
Pardede yang bertindak sebagai individu dan subjek hukum yang
menyampaikan pandangan serta opini mereka kepada publik. Dalam episode
tersebut, kedua host secara aktif memberikan argumentasi mengenai budaya,
tradisi, nasionalisme, dan kebijakan pelestarian budaya di Indonesia. Seluruh
pernyataan yang disampaikan berasal dari pendapat pribadi para host yang
kemudian disebarluaskan kepada masyarakat melalui media digital. Sebagai
individu yang memiliki kemampuan bertindak menurut hukum dan dapat
dimintai pertanggungjawaban atas setiap pernyataan yang disampaikan, kedua
host memenubhi kualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 243 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, unsur
subjek hukum dalam ketentuan ini dapat dinyatakan terpenuhi.

Fakta Pada Podcast Hasil Uji

Di Muka Umum Berdasarkan fakta penelitian, Podcast dipublikasikan melalui platform Noice  Terpenuhi

dan dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa adanya hubungan pribadi antara
pembicara dan pendengar. Isi pembicaraan disebarkan melalui media digital
yang memungkinkan siapa pun untuk mendengarkan, membagikan, maupun
memberikan tanggapan terhadap konten tersebut. Karakteristik penyebaran
seperti ini menunjukkan bahwa pernyataan yang disampaikan tidak berada
dalam ruang privat, melainkan telah memasuki ruang publik yang dapat
dijangkau oleh masyarakat secara luas. Dalam hukum pidana, penyampaian
pendapat melalui media yang dapat diakses publik dikualifikasikan sebagai
perbuatan yang dilakukan di muka umum.

Oleh karena itu, unsur “di muka umum” dalam Pasal 243 ayat 1 KUHP dapat
dinyatakan terpenuhi.
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Menghasut Berdasarkan keseluruhan isi transkrip, para host lebih banyak menyampaikan Tidak
opini dan kritik mengenai cara pelestarian budaya yang dianggap kurang Terpenuhi
efektif. Mereka mengemukakan pandangan bahwa budaya tidak dapat
dipertahankan hanya melalui pemaksaan serta mengkritik strategi pemerintah
dalam memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Dalam beberapa bagian
pembahasan, para host juga menawarkan alternatif solusi berupa peningkatan
kesejahteraan budayawan, penyelenggaraan kegiatan budaya yang lebih
menarik, dan pendekatan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat
modern. Dari keseluruhan narasi tersebut tidak ditemukan adanya ajakan,
dorongan, perintah, maupun seruan kepada pendengar untuk melakukan
tindakan tertentu terhadap individu atau kelompok tertentu. Para host tidak
menginstruksikan masyarakat untuk membenci, menjauhi, menyerang, atau
melakukan tindakan diskriminatif terhadap pihak tertentu. Dengan demikian,
substansi pembicaraan lebih menunjukkan penyampaian pendapat dan kritik
sosial daripada tindakan menghasut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243
ayat 1
KUHP.

Terhadap Golongan Rakyat atau Hasil analisis transkrip menunjukkan bahwa objek pembahasan Podcast lebih Tidak
Kelompok Tertentu banyak berkaitan dengan budaya, tradisi, nasionalisme, dan kebijakan Terpenuhi
pelestarian budaya. Kritik yang disampaikan diarahkan pada gagasan, kebijakan
pemerintah, dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Tidak
ditemukan pernyataan yang secara spesifik menjadikan suatu golongan rakyat
atau kelompok tertentu sebagai sasaran serangan. Para host juga tidak
menyebut bahwa kelompok tertentu lebih rendah, lebih buruk, atau layak
diperlakukan
secara berbeda dibandingkan kelompok lainnya. Bahkan ketika membahas

budaya tertentu, fokus pembicaraan tetap berada pada

relevansi dan efektivitas pelestariannya, bukan pada identitas
kelompok yang menjalankan budaya tersebut. Oleh karena itu,
unsur mengenai adanya sasaran berupa golongan rakyat
atau kelompok

tertentu tidak terpenuhi dalam objek penelitian ini.

Agar Melakukan Sgla}hhsatu unsur terpenting dalam Pasal 243 ayat 1 KUHP Tidak
adala

Diskriminasi, Kekerasan, = adanya tujuan atau akibat berupa dorongan kepada masyarakat Terpenuhi
untuk

atau Permusuhan melakukan diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan
terhadap
kelompok tertentu. Berdasarkan hasil penelitian terhadap
transkrip
Podcast, tidak ditemukan pernyataan yang mengajak pendengar
untuk
membenci kelompok budaya tertentu, mengucilkan
kelompok
masyarakat tertentu, ataupun melakukan tindakan kekerasan
terhadap
siapa pun. Sebaliknya, para host lebih banyak membahas
alasan
mengapa sebagian budaya kehilangan peminat serta
mengemukakan
pandangan bahwa budaya harus mampu beradaptasi
dengan
perkembangan zaman agar tetap relevan. Isi Podcast juga
tidak

mengandung seruan untuk menolak hak-hak kelompok
tertentu atau
menghambat keberadaan kelompok tertentu dalam

kehidupan

bermasyarakat. Oleh karena itu, unsur diskriminasi,
kekerasan,

maupun permusuhan yang menjadi inti Pasal 243 ayat 1 KUHP
tidak
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ditemukan dalam objek penelitian.

Berdasarkan Ras, keseluruhan transkrip Podcast, tidak ditemukan pernyataan Tidak
yang

Kebangsaan, Etnis, Warna menyerang atau merendahkan kelompok masyarakat Terpenuhi
berdasarkan

Kulit, Agama, identitas yang dilindungi dalam Pasal 243 ayat 1 KUHP. Para
host

Kepercayaan, Jenis tidak menyampaikan pernyataan yang mengandung stereotip
negatif

Kelamin, Disabilitas terhadap ras tertentu, tidak menyerang agama atau
kepercayaan

Mental atau Disabilitas tertentu, tidak merendahkan kelompok etnis tertentu, serta
tidak

Fisik menyinggung kelompok berdasarkan jenis kelamin maupun
kondisi
disabilitas. Fokus pembahasan hanya berkaitan dengan
budaya dan
tradisi sebagai objek kritik sosial. Kritik tersebut ditujukan
pada
praktik, kebiasaan, dan kebijakan pelestarian budaya, bukan
pada
identitas kelompok masyarakat yang menjalankannya. Oleh
karena itu,
unsur identitas yang menjadi dasar perlindungan dalam Pasal
243 ayat
1 KUHP tidak terbukti terpenuhi dalam Podcast yang menjadi
objek
penelitian.

Sumber:Dianalisis penulis berdasarkan fakta pada podcast dan unsur pasal 243 ayat 1 KUHP

Dari hasil pengujian terhadap seluruh unsur Pasal 243 ayat 1 KUHP, dapat diketahui bahwa unsur “setiap orang” dan unsur
“di muka umum?” terpenuhi dalam objek penelitian. Kedua unsur tersebut merupakan unsur formal yang berkaitan dengan
keberadaan pelaku dan cara penyampaian pernyataan kepada publik. Para host sebagai subjek hukum secara sadar
menyampaikan pendapat melalui platform digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, tidak terdapat
keraguan bahwa Podcast yang menjadi objek penelitian memenuhi unsur formal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 243
ayat 1 KUHP. Akan tetapi, terpenuhinya unsur formal tersebut tidak serta-merta mengakibatkan adanya tindak pidana
karena masih diperlukan pembuktian terhadap unsur materiil yang menjadi inti delik penghasutan kebencian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa unsur “menghasut” tidak terpenuhi karena isi Podcast tidak memuat ajakan, dorongan,
perintah, atau seruan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu terhadap kelompok tertentu. Seluruh

pembahasan lebih berfokus pada kritik terhadap kebijakan pelestarian budaya dan fenomena sosial yang berkembang di
masyarakat. Bahkan dalam beberapa bagian transkrip, para host menyampaikan usulan mengenai peningkatan
kesejahteraan budayawan, perbaikan strategi sosialisasi budaya, serta perlunya inovasi dalam memperkenalkan budaya
kepada generasi muda. Keberadaan kritik dan usulan solusi tersebut menunjukkan bahwa tujuan komunikasi lebih
mengarah pada evaluasi kebijakan daripada upaya menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan diskriminatif atau
permusuhan terhadap pihak tertentu. Selain itu, unsur mengenai golongan rakyat atau kelompok tertentu, unsur
diskriminasi, kekerasan atau permusuhan, serta unsur identitas yang dilindungi oleh Pasal 243 ayat 1 KUHP juga tidak
ditemukan dalam objek penelitian. Tidak terdapat pernyataan yang menyerang kelompok berdasarkan ras, kebangsaan,
etnis, agama, kepercayaan, jenis kelamin, maupun kondisi disabilitas. Kritik yang disampaikan hanya berkaitan dengan
budaya sebagai objek diskusi dan bukan terhadap kelompok masyarakat yang menjalankan budaya tersebut. karena unsur-
unsur materiil yang menjadi inti Pasal 243 ayat 1 KUHP tidak terbukti terpenuhi, maka Podcast “Budaya dan Tradisi
Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 243 ayat 1 KUHP.
Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, baik melalui pengujian konseptual mengenai perbedaan antara
kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian, pengujian menggunakan lima variabel kualifikasi, maupun pengujian
terhadap unsur Pasal 28 ayat (2) ITE serta Pasal 243 ayat 1 KUHP dapat disimpulkan bahwa konten Podcast berjudul
“Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk kebebasan berpendapat
dibandingkan sebagai ujaran kebencian. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta bahwa sasaran pernyataan dalam
Podcast tidak diarahkan kepada individu maupun kelompok yang dilindungi berdasarkan identitas SARA, melainkan
ditujukan terhadap gagasan, praktik budaya, dan fenomena sosial yang menjadi objek diskusi. Selain itu, tuyjuan komunikasi
yang tampak dari keseluruhan isi Podcast lebih berorientasi pada penyampaian opini, kritik, dan pemikiran alternatif
mengenai budaya dan tradisi, bukan untuk membangkitkan kebencian, permusuhan, diskriminasi, maupun kekerasan
terhadap kelompok tertentu. Dari aspek bentuk dan cara penyampaian, meskipun terdapat penggunaan bahasa yang
provokatif, satiris, dan kontroversial, substansi pembicaraan tetap berada dalam konteks diskusi dan pertukaran gagasan
yang lazim ditemukan dalam ruang publik demokratis. Temuan tersebut semakin diperkuat oleh hasil pengujian terhadap
unsur-unsur delik dalam Pasal 28 ayat

(2) UU ITE dan Pasal 243 ayat 1 KUHP yang menunjukkan bahwa unsur pokok berupa adanya muatan kebencian atau
permusuhan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan tidak
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terpenuhi. Tidak ditemukan adanya ajakan, hasutan, dorongan, maupun seruan yang bertujuan menimbulkan tindakan
diskriminatif, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok tertentu sebagaimana disyaratkan oleh kedua ketentuan
tersebut. Dari perspektif teori demokrasi deliberatif Jiirgen Habermas, isi Podcast juga masih dapat dipandang sebagai
bagian dari proses pertukaran gagasan dalam ruang publik yang memungkinkan lahirnya perdebatan kritis mengenai isu
sosial dan budaya. berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, penulis berpendapat
bahwa objek penelitian lebih memenuhi karakteristik kebebasan berpendapat yang memperoleh perlindungan hukum
daripada karakteristik ujaran kebencian yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, pertanyaan penelitian
kedua dapat dijawab bahwa konten Podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” secara hukum lebih
cenderung dikualifikasikan sebagai bentuk kebebasan berpendapat daripada ujaran kebencian berdasarkan ketentuan
hukum positif yang berlaku di Indonesia.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konten Podcast berjudul “Budaya dan Tradisi
Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” lebih tepat dikualifikasikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat daripada ujaran
kebencian. Hal ini karena isi pembicaraan dalam Podcast lebih banyak diarahkan pada kritik terhadap kebijakan pelestarian
budaya, cara sosialisasi budaya, serta fenomena sosial yang dianggap tidak efektif, bukan pada serangan terhadap individu
atau kelompok tertentu berdasarkan SARA. Selain itu, hasil pengujian terhadap unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan
Pasal 243 ayat 1 KUHP menunjukkan bahwa unsur inti berupa tujuan menimbulkan kebencian, permusuhan, diskriminasi,
atau penghasutan terhadap kelompok tertentu tidak terpenuhi secara kumulatif. Dengan demikian, penelitian ini menjawab
bahwa kebebasan berpendapat di media digital tetap dilindungi sepanjang tidak melanggar batas hukum yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan. Konten Podcast tersebut memang bersifat kontroversial dan menggunakan gaya
satir, tetapi secara yuridis tidak terbukti memenuhi unsur ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam UU ITE maupun
KUHP. Ke depan, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami batas antara kritik sosial sebagai bagian dari
kebebasan berpendapat yang sah dan ekspresi digital yang berpotensi melanggar hukum, terutama pada konten Podcast
yang memuat isu budaya, identitas, dan opini publik.
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